
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR *%S TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis, perlu. dilakukan perubahan untuk
disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

a.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3.
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada __Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2024 Nomor 1);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 125), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Bengkalis.
5. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis.

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki JF pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu. pada Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan, terdiri dari:
a. sekretariat, terdiri dari:

1. subbagian penyusunan program, umum dan
kepegawaian; dan

2. subbagian keuangan dan perlengkapan.
bidang perumahan dan kawasan permukiman;
bidang prasarana dan sarana utilitas umum;
bidang pertanahan;
kelompok JF; dan

f. UPTD.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
dipimpin oleh seorang Kepala_ Dinas, sekretariat
dipimpin oleh seorang sekretaris, bidang dipimpin oleh
kepala bidang, subbagian dipimpin oleh kepala
subbagian.

oa
O
o

Bagan susunan- organisasi dinas perumahan,
permukiman dan pertanahan tercantum dalam
Lampiran dan merupakan’ bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Sekretariat melakukan pelayanan administrasi,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan terkait perencanaan program, keuangan,
perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah,
serta kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan

administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan
pengusulan rencana_ strategis, rencana_ kerja
perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian
kinerja, reformasi birokrasi, dan laporan kinerja
instansi pemerintah pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan_ kriteria perencanaan
program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan
barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas
dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 12

JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
JF melaksanakan tugas kedinasan lainnya_ sesuai
dengan penugasan.
Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Jenis, jenjang, dan pembinaan JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 13 dihapus.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai6.
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan dalam
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan
kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural
secara berjenjang.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam
penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang
tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi
serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi
kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sekretaris
daerah sesuai pembidangannya.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta
pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi
pratama (eselon II.b), pejabat administrator (eselon IIl.a
dan Ill.b), pejabat pengawas (eselon IV.a), Pejabat
Fungsional dan pelaksana.
Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan
kepada JF dan pelaksana.
JF dan pelaksana dapat bekerja_ secara_ individu
dan/atau dalam tim kerja.

(9)

Tata cara dan sistem penugasan JF dan pelaksana
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan BAB VI dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

7.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
UPTD adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa
Kecamatan dalam wilayah kabupaten bengkalis.
UPTD dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana
teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara_ operasional
berkoordinasi dengan camat.
Pembentukan UPTD ditetapkan dengan peraturan
Bupati dengan berpedoman’ kepada _peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 septa ter ork

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNIie

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7“ September 2°24

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 5:
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